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P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan  penetapan  sebagaimana  tersebut  dibawah  ini  dalam  perkara

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Akip Bin Majri, tanggal lahir 06 Mei 1975/ umur 45 tahun, agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,  tempat

tinggal  di  Dusun  II  Desa  Arisan  Jaya,  Kecamatan

Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon

I;

dengan

Enap Binti Anuar,  tanggal lahir 11 Juli  1980/ umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat

tinggal  di  Dusun  II  Desa  Arisan  Jaya,  Kecamatan

Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon

II;

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  para  Pemohon  dan  memeriksa  alat  bukti  di

persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa,  para  Pemohon  telah  mengajukan  surat  permohonannya

tertanggal  11  Januari  2021 yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Kayuagung  Nomor  24/Pdt.P/2021/PA.Kag pada  tanggal  13  Januari

2021 tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah

dilaksanakan menurut syari’at Islam, pada tanggal 16 Desember 1996, di

Desa Arisan  Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, wali

nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Anuar Bin Ketuk, dengan

mahar berupa Emas 1 (satu) Suku tunai dan disaksikan dua orang saksi

masing-masing: 

1. Ibrahim. 2. Sanusi.

2. Bahwa,  Pemohon  I  menikah  dengan  Pemohon  II  berstatus  Jejaka

sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Jejaka; 

3. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Arisan Jaya selama

kurang lebih 2 tahun 6 bulan,  kemudian pindah kerumah sendiri  di  Desa

Arisan Jaya hingga saat ini selama kurang lebih 21 tahun 6 bulan 25 hari,

dan tidak pernah pindah-pindah. 

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I  dan Pemohon II  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 orang

anak yang bernama: (1) Lifi, umur 20 tahun 4 bulan, (2) Asrul, umur 12 tahun

1 bulan, (3) Puspa, umur 5 tahun 2 bulan;

5. Bahwa,  semenjak  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  menikah  belum

pernah  bercerai  dan  tidak  pernah  mendapat  gugatan  dari  pihak

manapun/masyarakat  tentang  keabsahan  pernikahan  tersebut,  dan

keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memerlukan  Penetapan

Pengesahan   Nikah  untuk  keperluan  melengkapi  administrasi  untuk

kelengkapan  anak  sekolah,  serta  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,

karena  Buku  Nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  hingga  saat  ini  belum

diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pemulutan Barat, karena pernikahan antara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pemulutan Barat sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat

dari  kantor  Urusan  Agama  Pemulutan  Barat  Nomor:  B-

09/Kua.06.13.14/PW.00/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021;
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7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

memang sudah di catat oleh P3N Desa Arisan Jaya dan saat Pemohon I dan

Pemohon  II  hendak  melaksanakan  pernikahan  memang  telah  memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah  ditentukan,  baik  masalah  Administrasi

dan  keuangan,  namun  pada  saat  itu  P3N  setempat  tidak  mendaftarkan

Pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon II  ke  KUA Kecamatan  Pemulutan

Barat,  oleh  karena  itu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mohon  penetapan

Pengesahan  (Isbat  Nikah)  dari  Pengadilan  Agama  Kayuagung,  yang

menyatakan  bahwa  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  16  Desember  1996,  di  Desa  Arisan  Jaya,

Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan

hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram

maupun  susuan  dan  sejak  melangsungkan  perkawinan  sampai  sekarang

tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II

beragama Islam);

Bahwa,  berdasarkan alasan-alasan tersebut  di  atas maka Pemohon I

dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat

menerima  dan  mengabulkan  Permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,

menyatakan permohonan  Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum,

selanjutnya  menetapkan  perkawinan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilaksanakan  pada  tanggal  16  Desember  1996,  di  Desa  Arisan  Jaya,

Kecamatan Pemulutan Barat,  Kabupaten Ogan Ilir,   adalah sah berdasarkan

hukum;

Selanjutnya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mohon  kepada  Pengadilan

Agama Kayuagung  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  kiranya

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan  sah  perkawinan  Pemohon  I  (M.  Akip  Bin  Majri) dengan

Pemohon II (Enap Binti Anuar) yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1996,

di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;
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3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan Barat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau  apabila  pengadilan  berpendapat  lain,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa,  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  Pengadilan  Agama

Kayuagung  telah  mengumumkan  perkara  permohonan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut  pada  tanggal 14  Januari 2021 di  papan

pengumuman  Pengadilan  Agama Kayuagung  selama  14  (empat  belas)  hari

terhitung mulai  tanggal  pengumuman, namun selama masa tenggang waktu

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat

Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk

mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut

dilangsungkan,  dan  atas  saran  Majelis  Hakim  tersebut  Pemohon  I  dan

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

setempat;

Bahwa, pada  hari  dan  tanggal  sidang  yang  telah  ditetapkan  para

Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya para Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610100311090021 tanggal 27-11-2015

An.  M.  Akip,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen

Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf

oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1610100605750002 tanggal 16-

04-2019 An. M. Akip, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
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dan  Pencatatan  Sipil,  Kabupaten  Ogan  Ilir,  bermeterai  cukup,  telah

dinazegelen  Kantor  Pos,  setelah  dicocokkan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610105107800002 tanggal 15-04-2012

An.  Enap,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dinazegelen

Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf

oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor  B-09/Kua.06.13.14/PW.00/I/2021

tanggal  06  Januari  2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah

dinazegelen  Kantor  Pos,  setelah  dicocokkan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa,  selain  mengajukan  bukti  tertulis,  para  Pemohon  juga

mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim bin Jari, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  II  Desa  Arisan  Jaya,  Kecamatan

Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

Di  hadapan  sidang  saksi  tersebut  mengaku  sebagai  tetangga,  lalu

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal 16

Desember 1996,  di  Desa Arisan  Jaya,  Kecamatan Pemulutan Barat,

Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah  adalah  ayah  kandung

Pemohon  II,  saksi  nikah  yaitu  Ibrahim  dan  Sanusi serta  mas  kawin

berupa emas 1 (satu) suku tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II

berstatus Perawan;

- Bahwa  antara  keduanya  tidak  hubungan  darah  atau  semenda

atau sesusuan yang membuat tidak boleh menikah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai;

- Bahwa permohonan itsbat  nikah ini  diajukan untuk kepentingan

administrasi lainnya;

2. Sanusi bin  Zainuri,  Umur  54  tahun,  Agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  II  Desa  Arisan  Jaya,

Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

Di  hadapan  sidang  saksi  tersebut  mengaku  sebagai  tetangga,  lalu

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  pada  tanggal  16

Desember 1996,  di  Desa Arisan  Jaya,  Kecamatan Pemulutan Barat,

Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa  saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang bertindak selaku wali  nikah adalah ayah kandung

Pemohon  II,  saksi  nikah  yaitu  Ibrahim  dan  Sanusi serta  mas  kawin

berupa emas 1 (satu) suku tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II

berstatus Perawan;
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- Bahwa  antara  keduanya  tidak  hubungan  darah  atau  semenda

atau sesusuan yang membuat tidak boleh menikah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa antara keduanya belum pernah bercerai;

- Bahwa permohonan itsbat  nikah ini  diajukan untuk kepentingan

administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan

yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonan  para  Pemohon  dan  mohon

Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan  tujuan Permohonan  Pemohon I  dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  mengajukan  permohonan  Itsbat

Nikah  (Pengesahan  Nikah)  berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  Pengadilan  Agama  dapat  menerima,  memeriksa,  dan

memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

diumumkan  pada  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  Kayuagung

sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

tanggal  4  April  2006  tentang  Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman  Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara

aquo dapat dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon

I  dan Pemohon II  untuk mengurus bukti  nikahnya ke Kantor Urusan Agama

dimana  pernikahan  tersebut  dilangsungkan,  dan  atas  saran  Ketua  Majelis

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat

di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa

para  Pemohon  mendalilkan  telah  melaksanakan  pernikahan  sesuai  dengan

syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor

Urusan Agama setempat;

Menimbang,  bahwa  untuk  mengetahui  kedudukan  hukum Pemohon  I

dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan

Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan,

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon

mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

(persona  standi  in  judicio) dan  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang,  bahwa  permohonan  pengesahan  nikah  hanya  dapat

diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  harus  dapat  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk

perkara di atas;

Menimbang,  bahwa terhadap bukti  P.1 adalah surat  yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di

kantor  Pos,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  otentik,

sebagaimana  Pasal  285  RBg,  dan  isi  dari  surat  tersebut  berkaitan  dengan

perkara in casu, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan

nilai  bukti  tersebut  sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindende),  maka
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Pemohon I  dan Pemohon II  terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang,  bahwa terhadap bukti  P.2 adalah surat  yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di

kantor  Pos,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti  otentik,

sebagaimana  Pasal  285  RBg,  dan  isi  dari  surat  tersebut  berkaitan  dengan

pokok  perkara  in  casu,  sehingga  telah  memenuhi  syarat  materil  alat  bukti

otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (volledig) dan mengikat (bindende),

maka terbukti  bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor

Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua

orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian

Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai

saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah

diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga

dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  para  Pemohon  memiliki

sumber  pengetahuan  yang  jelas,  mendengar  atau  melihat  sendiri  bukan

keterangan  dari  orang  lain  (de  auditu)  dan  keterangan  kedua  saksi  para

Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon

II  secara  Hukum  Islam,  pada  tanggal  16  Desember  1996,  di  Kecamatan

Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Anuar Bin Ketuk, dengan dua orang saksi yaitu  Ibrahim

dan  Sanusi,  dengan  mahar  berupa  emas  1  (satu)  suku tunai,  Pemohon  I

mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah

akad  nikah  Pemohon  I  mengucapkan  sighat  taklik  talak,  saat  Pemohon  I

melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain,

selama masa pernikahan belum pernah bercerai  dan tidak  ada orang yang

pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Pemohon,

dihubungkan  dengan  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh  para  Pemohon
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tersebut di  atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah

di  laksanakan  menurut  syari’at  Islam,  di  Kecamatan  Pemulutan  Barat,

Kabupaten Ogan Ilir,  pada  tanggal  16 Desember  1996,  wali  nikah ayah

kandung Pemohon II bernama Anuar Bin Ketuk, dengan disaksikan 2 (dua)

orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan Sanusi, dengan mas kawin

berupa emas 1 (satu) suku tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan

saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah

memeluk agama lain;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah

bercerai;

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas,  Hakim  telah  menemukan  fakta  hukum bahwa  perkawinan  Pemohon  I

dengan  Pemohon II  tersebut  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika

hendak  melaksanakan pernikahan harus  ada calon  suami,  calon  isteri,  wali

nikah,  dua  orang  saksi  dan  ijab  qobul,  serta  antara  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  tidak  terdapat  hubungan  yang  terhalang  untuk  melangsungkan

pernikahan,  yaitu  tidak memiliki  hubungan pertalian nasab,  pertalian kerabat

semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Hakim  sependapat  dengan  doktrin  ulama  Islam,

kemudian  diambil  alih  sebagai  pendapat  Hakim  dalam  kitab  Bughyatul

Musytarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

والرث الزوجية ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا
Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu

yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.
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Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara  a quo guna

memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara

Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  dan  sebagai  instrumen  untuk  melakukan

perbuatan hukum selama berkaitan  erat  dengan perkawinan,  hal  ini  sejalan

dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatatkan; 

Menimbang,  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di  atas

maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan

dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima

dan dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  biaya  yang  timbul  dalam perkara  ini  dibebankan  kepada  Para

Pemohon;

  Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum juga hukum syara’ yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan  Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Akip Bin Majri) dengan

Pemohon  II  (Enap  Binti  Anuar)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  16

Desember 1996 di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir;

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  mencatatkan

pernikahannya kepada KUA Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan

Ilir;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Kayuagung  pada  hari  Senin tanggal  08  Februari 2021 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  26  Jumadil  Akhir 1442 Hijriah  oleh  Sudarman,

S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I., dan Alimuddin, S.H.I.,

M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota, penetapan tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Jauhari,  S.H  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota                                                          Ketua Majelis, 

Mashudi, S.H., M.H.I.                                              Sudarman, S.Ag.,M.H
      
      Hakim Anggota,

Alimuddin, S.H.I., M.H.
                                                                               Panitera Pengganti,

                                                                               Jauhari, S.H

Rincian biaya:

 Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

 Biaya Proses : Rp50.000,00

 Biaya Panggilan : Rp300.000,00

 PNBP Panggilan : Rp20.000,00

 Biaya Redaksi : Rp10.000,00

 Biaya Meterai : Rp6.000,00

JUMLAH : Rp420.000,00
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                         (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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